
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

�ALINAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 1426 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENETAPAN SYARAT MINIMAL 

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI 

PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN 

TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN W AKIL BUPATI 

TEMANGGUNG TAHUN 2024 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG, 

Menimbang a. bahwa ketentuan Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang­

Undang, menyebutkan bahwa peserta Pemilihan adalah

Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur, Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon

Walikota dan W akil W alikota yang diusulkan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang salah satu putusannya 

adalah merubah ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898), yang pada pokoknya 

menyatakan partai politik 
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